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PUTUSAN
Nomor 575/Pdt.G/2023/PA.ME
/@@Yﬁl\—/‘:&

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Muara Enim yang memeriksa dan mengadili perkara
tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Tunggal telah

menjatuhkan Putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, NIK: -, tempat dan tanggal lahir: Segayam, 01 Juni 1984, umur
39 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTP, pekerjaan Ibu
Rumah Tangga, alamat di Kecamatan Gelumbang, Kabupaten
Muara Enim, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;
melawan
TERGUGAT, NIK: -, tempat dan tanggal lahir: Santapan, 05 Agustus 1980,
umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan
tidak bekerja, alamat di Lembaga Permasyarakatan Kelas Il
Sarolangun Rawas, Kelurahan Pasar Sarolangun, Kecamatan
Rawas Ungu, Kabupaten Musi Rawas, selanjutnya disebut
sebagai Tergugat;
Pengadilan Agama Tersebut;
Telah mempelajari berkas perkara;
Telah mendengar keterangan Penggugat serta memeriksa bukti surat dan
saksi-saksi di persidangan;
DUDUK PERKARA
Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 07 Juli 2023 yang
didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Muara Enim, Nomor
575/Pdt.G/2023/PA.ME, tanggal 10 Juli 2023, dengan dalil-dalil pada pokoknya
sebagai berikut:
1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami-istri sah, akad
nikah dilaksanakan di Desa Seleman pada tanggal 17 November 2001
perkawinan tersebut tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan
Rantau Alai, Kabupaten Ogan Komering lIlir (OKIl) dengan Kutipan Akta
Nikah Nomor. 16/I1/X1/2001 Tertanggal 20 November 2001.
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2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di
rumah orang tua Tergugat di Desa Santapan Kabupaten OKI Kurang lebih
selama 3 bulan, Penggugat dan Tergugat sering berpindah tempat tinggal
dan terakhir bertempat tinggal di rumah kediaman bersama Desa Segayam
Kecamatan Gelumbang Kabupaten Muara Enim, sampai dengan berpisah.

3. Bahwa selama pernikahan Penggugat dan Tergugat telah bergaul
selayaknya suami istri dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, yang

bernama:

1. Anak 1, NIK -, tempat tanggal lahir, Santapan Barat, 13 Januari
2003, yang saat ini berusia 20 tahun, telah tamat SLTA, berada dalam

asuhan Penggugat;

2. Anak 2, NIK -, tempat tanggal lahir, Santapan Barat, 10
Desember 2007, yang saat ini berusia 16 tahun, SLTA kelas |, berada
dalam asuhan Penggugat;

3. Anak 3, NIK -, tempat tanggal lahir, Segayam, 08 November 2014,
yang saat ini berusia 9 tahun, kelas Il Sd, berada dalam asuhan

Penggugat;

4. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan
harmonis kurangn lebih selama 13 tahun, akan tetapi sejak tahun 2015

sering terjadi perselisihan dan pertengkaran.

5. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga

Penggugat dan Tergugat adalah:
I Tergugat mengkonsumsi Narkotika.
I. Tergugat sering berjudi.
M. Tergugat sering malas bekerja.

IV. Tergugat sering berkata kasar kepada Penggugat.
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6. Bahwa pada bulan Desember 2020, Penggugat diberitahu oleh teman
Tergugat bahwa Tergugat ditangkap dan ditahan olek pihak kepolisian
setempat dengan dugaan tindak pidana “tanpa hak menjual narkotika

golongan | dalam bentuk bukan tanaman”.

7. Bahwa pada tanggal 27 April 2021, Tergugat dinyatakan bersalah dan
dihukum pidana penjara selama 6 (enam) tahun 3 (tiga) bulan,
sebagaimana Putusan Nomor 171/Pid.Sus/2021/PN Mre.

8. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak bulan April
2020 sampai dengan saat ini terhitung 2 (dua) tahun 7 (tujuh) bulan

lamanya.

9. Bahwa alasan gugatan perceraian Penggugat tersebut diatas, telah
memenuhi alasan perceraian sebagaimana tercantum dalam PP No 9
tahun 1975 Pasal 19 huruf (¢) jo Kumpilasi Hukum Islam Pasal 116 huruf
(c) yang berbunyi “salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima)
tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung”.
Oleh karena itu sudah sepatutnya Majelis Hakim yang memeriksa perkara
ini untuk dapat menerima pengaduan dan mengabulkan gugatan perceraian
Penggugat;

10.Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas Penggugat memohon kepada
Majelis Hakim Pengadilan Agama Muara Enim kiranya dapat segera memanggil
dan memeriksa kedua belah pihak dimuka sidang serta dapat memberikan
putusan hukum sebagai berikut :

PRIMER :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk

seluruhnya.

2. Menceraikan  Penggugat (PENGGUGAT) dari  Tergugat
(TERGUGAT) berdasarkan peraturan perundang-undangan yang
berlaku.
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3. Membebankan semua biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan

yang berlaku.
SUBSIDER :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.
(Ex aequo Et Bono);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat hadir
menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang
menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap
sebagai wakil’/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan
(relaas) Tergugat yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil
secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya
Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasihati Penggugat agar berfikir untuk
tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil
gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah
datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut,
selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan
Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan
bukti-bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: xx/l1/X1/2001 tanggal 20 November
2001, atas nama Penggugat dan Tergugat, yang dikeluarkan oleh Kantor
Urusan Agama Kecamatan Rantau Alai, Kabupaten Ogan Komering llir
(OKI). Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen dan
sesuai dengan aslinya, kemudian diberi tanda P.1;

2. Fotokopi Salinan Petikan Putusan Nomor: 171/Pid.Sus/2021/PN Mre,
atas nama Tergugat, yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Muara Enim
pada tanggal 27 April 2021. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup,
dinazegelen dan sesuai dengan aslinya, kemudian diberi tanda P.2;
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Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang isinya
sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat
dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari
putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah
sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di
persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai
wakil/lkuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas)
Tergugat yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi
dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut
disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan
patut akan tetapi tidak menghadap di persidangan, harus dinyatakan tidak hadir
dan gugatan Penggugat tersebut harus diperiksa secara verstek, vide Pasal
149 ayat (1) R.Bg;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam gugatan
Penggugat adalah adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat
dengan Tergugat yang disebabkan karena Tergugat mengkonsumsi narkotika,
sering berjudi dan malas bekerja, serta Tergugat telah dihukum penjara karena
kasus memakai dan mengedarkan Narkoba, sehingga mengakibatkan antara
Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan tersebut di atas, maka Majelis
menilai alasan perceraian yang didalilkan oleh Penggugat adalah termasuk
dalam alasan perceraian sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 19 huruf
(c) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (c) Kompilasi
Hukum Islam;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau
setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, karena
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Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara
perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-
alasan perceraiannya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg jo. Pasal 1685 KUH
Perdata, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya telah
mengajukan bukti surat P.1 dan P.2;

Menimbang, bahwa bukti P.1 telah memenuhi syarat formil dan materiil
sebagai akta autentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang
sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 1870 KUH Perdata,
membuktikan bahwa pernikahan Penggugat dengan Tergugat adalah sabh;

Menimbang, bahwa bukti P.2 telah memenuhi syarat formil dan materiil
sebagai akta autentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang
sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 1870 KUH Perdata,
membuktikan bahwa Tergugat telah dijatuhi pidana penjara selama 6 (enam)
tahun 3 (tiga) bulan dan pidana denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu
milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti
dengan hukuman penjara selama 3 (tiga) bulan, serta putusan tersebut telah
dinyatakan berkekuatan hukum tetap oleh Panitera Pengadilan Negeri Muara
Enim;

Menimbang, bahwa dengan Penggugat mengajukan bukti P.2 maka
telah memenuhi ketentuan Pasal 74 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan
Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, yang mana untuk memperoleh
keputusan perceraian karena alasan salah satu pihak dihukum penjara lebih
dari 5 (lima) tahun, Penggugat cukup menyampaikan salinan putusan
Pengadilan yang berwenang yang memutuskan perkara disertai keterangan
yang menyatakan bahwa putusan itu telah memperoleh kekuatan hukum tetap
sebagai bukti;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti di atas ditemukan
fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri sah;
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2. Bahwa Tergugat telah dijatuhi pidana penjara selama 6 (enam) tahun 3
(tiga) bulan dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)
dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan
hukuman penjara selama 3 (tiga) bulan, serta putusan tersebut telah
dinyatakan berkekuatan hukum tetap;

Pertimbangan Petitum Perceraian

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas,
Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut, telah menunjukkan
kepada kebenaran adanya kondisi di mana baik Penggugat sebagai istri
maupun Tergugat sebagai suami telah tidak dapat melaksanakan kewajibannya
masing-masing sebagaimana dimaksud dalam pasal 33 dan 34 ayat (1) dan
ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan,
sebagaimana yang telah diubah melalui Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019
tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang
Perkawinan jo. Pasal 77 ayat (2) dan (4) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas Majelis Hakim menilai
bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat
dipertahankan lagi, bahkan apabila hal itu dipaksakan, mudaratnya lebih besar
daripada manfaat, sehingga kemudaratan tersebut harus dihapuskan, sesuai
dengan kaidah fikih berikut:

ool cd> Lle pado suwlas]l &)
“Menolak kemudaratan lebih utama daripada mengambil manfaat”;

Menimbang, bahwa sejalan dengan ketentuan hukum sebagaimana
tersebut di atas, maka Majelis Hakim mengambil pendapat ahli hukum Islam
dan dijadikan sebagai pendapat Majelis Hakim, tercantum di dalam kitab
Ghayatul Maram:

il Guolall ade $llo lgzg)) az g3l axt) pac dawl 1)
“Dan ketika istri sudah sangat tidak senang terhadap suaminya maka Hakim
dibolehkan menjatuhkan talak satu suami.”

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan di atas ditambah
dengan sikap Penggugat yang berkeinginan kuat untuk bercerai dengan

Tergugat dan gagalnya Majelis Hakim menasihati Penggugat untuk tidak
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bercerai dengan Tergugat, serta dengan tidak hadirnya Tergugat dalam
persidangan, telah memberikan petunjuk yang kuat bagi Majelis Hakim tentang
sulitnya mempersatukan kembali Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan-pertimbangan tersebut di
atas, Majelis Hakim berpendapat kondisi rumah tangga Penggugat dan
Tergugat telah memenuhi ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 tahun
1974 jis Pasal 19 huruf (c) dan Pasal 23 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun
1975 dan Pasal 116 huruf (c) dan Pasal 135 Kompilasi Hukum Islam, sehingga
cukup beralasan dan tidak melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut
di atas maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk bidang perkawinan,
maka berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989
tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50
tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum

syar’i yang berkaitan dengan perkara ini:

Amar Putusan
MENGADILI:
1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk
menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba’in sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap
Penggugat (PENGGUGAT);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini
sejumlah Rp835.000,00 (Delapan ratus tiga puluh lima ribu rupiah);
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Penutup

Demikian Putusan ini dijatuhkan oleh Hakim Tunggal pada hari Selasa,
tanggal 18 Juli 2023 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 29 Dzul Hijjah
1444 Hijriyah, yang terdiri dari Gita Febrita, S.H.l, M.H. sebagai Hakim
Tunggal, putusan mana dibacakan pada hari dan tanggal tersebut dalam sidang
terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut dan dibantu oleh Rendy A,
S.H.l sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa
hadirnya Tergugat.

Hakim Tunggal

Gita Febrita, S.H.l., M.H.

Panitera Pengganti

Rendy A, S.H.l.
Rincian Biaya Perkara:

Biaya Pendaftaran Rp 30.000,00
Biaya Proses Rp 80.000,00
Biaya PNBP Panggilan Rp 20.000,00
Biaya Panggilan Rp 685.000,00
Biaya Redaksi Rp 10.000,00
Biaya Meterai Rp 10.000,00
Jumlah Rp 835.000,00

Terbilang: Delapan ratus tiga puluh lima ribu rupiah.
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